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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Tawki>l I<Ja>b 

Qabu>l Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten 

Mojokerto). Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana praktek tawki>li>ja>b qabu>l 

calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang 

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto? Dan analisis hukum Islam terhadap 

tawki>li>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun Pohgurih Desa 

Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto 

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas digunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pola pikir induktif. Metode pengumpulan datanya 

dengan studi observasi, wawancara dan studi pustaka, yakni teknik analisis data 

dengan taraf deskriptif (menggambarkan atau menguraikan)yakni dengan cara 

memaparkan data apa adanya mengenai pelaksanaannya yang kemudian 

diverivikasi dengan teori atau ketentuan mengenai tawki>l i>ja>b qabu>l calon 

mempelai laki-laki tunawicara dalam Hukum Islam, KHI (Kompilasi Hukum 

Islam). 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak adanya surat kuasa tertulis 

oleh muwakkil calon mempelai laki-laki untuk wakil atas tawki>l qabu>l calon 

mempelai laki-laki. Adapun alasan yang mendasari adanya surat kuasa tegas 

secara tertulis adalah menghindari adanya perselisihan setelah pernikahan atas 

penunjukan tawki>l.  

Penelitian ini memberikan wawasan bagi masyarakat umum untuk tetap 

patuh dengan ketentuan yang sudah dituangkan dalam aturan yang berlaku yakni 

KHI pasal 29 ayat 2 mengenai adanya syarat tawki>l qabu>l akad nikah dalam 

Hukum Islam, yang mana diharapkan agar masyarakat bisa mensosialisasikan 

masalah syarat perwakilan qabu>l akad nikah tersebut agar tidak adanya 

perselisihan dalam penunjukan tawki>l. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Islam agama yang sempurna, agama pelengkap atau agama yang melengkapi 

aturan atau syariat dari agama sebelumnya. Agama Islam banyak  mengatur tentang 

syariat dalam kehidupan yang belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam, seperti 

pernikahan. Islam mengatur pernikahan dengan tujuan agar kehidupan sosial 

masyarakat menjadi tenteram. 

Dengan disyariatkan perkawinan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai 

dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis 

keturunan. Disamping itu, dari perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap 

laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumahtangga 

dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat 

memberikan keturunan yang baik. Sunnatullah telah menetapkan, bahwa semua ciptaan 

Allah di atas bumi ini selalu berpasangan dalam firman Allah QS Adh Dhariyat ayat 49 

                     

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.
1
 

 

 

                                                           
1
 Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), 862.  
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Sunnatullah yang satu ini, yakni berpasangan, niscaya megandung suatu 

hikmah. Tetapi kesempurnaan berpasangan sepenuhnya ada di tangan Allah swt.
2
  

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

“Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha”.
3
Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang 

damai dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga. Dengan demikian jelas bahwa 

diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang saki>nah, 

mawaddah dan rah}mah. 

Dalam pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menetapkan bahwa “Perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang saki>nah (tentram), 

mawaddah (penuh cinta) dan rah}mah (penuh kasih sayang).
4
 Tujuan perkawinan dalam 

Islam itu ada tiga, sebagaimana diterangkan oleh Allah didalam QS Ar Rum ayat 21:
5
 

                                 

             

 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

                                                           
2
 Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1993), 1. 
3
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

4
Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

5
 A. Mudjab Mahalli, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 34. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 
 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6
 

 

Dari firman Allah di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu perkawinan 

itu terkandung unsur ketentraman dalam rumahtangga sebagai sumber kebahagiaan dan 

ketentraman yang dijalani dengan rasa mawaddah yaitu rasa kasih sayang diantara 

suami istri.  Ada yang menafsirkan mawaddah  itu  nafsu  birahi yang dilengkapi  lagi  

dengan  rah}mah, yaitu  kasih sayang  mengikat  kedua  suami  isteri.  Guna  mencapai  

saki>nah  harus  disertai cinta birahi dan kasih sayang.
7
 

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja 

bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan 

akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan 

perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan 

istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri 

terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumahtangganya akan dapat 

terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.
8
 

Hidup berkeluarga menurut Islam harus diawali dengan pernikahan. Perkawinan 

menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mi>tha>qa>n ghali>z}an untuk mentaati 

                                                           
6
 Lajnah pentas}hi>h} Al-Qur’an, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Menara Kudus, 2006), 409. 

7
 Dahlan Idhamy, Azas Fiqh Munakahat  (Surabaya: Al Ikhlas, 1984),11. 

8
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 181. 
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perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.
9
 Mi>tha>qa>n ghali>z}an merupakan 

perjanjian yang membingkai suami istri secara khusus dan keluarga secara umum.
10

 

Dalam pernikahan ridlonya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara 

keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridlo 

dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dengan jelas, karena itu harus ada 

perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami 

istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang 

melangsungkan akad. Inilah yang merupakan s>ighat dalam pernikahan.
11

Sebagaimana 

KHI Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Bagi calon mempelai yang menderita 

tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat 

yang dapat dimengerti”.
12

 

Dalam melaksanakan ijab dan qabul para ulama’ fiqh sependapat bahwa dalam 

qabu>l boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun, tidak terikat satu bahasa atau 

dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridla dan setuju, misalya “saya 

terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya”.
13

 

                                                           
9
 Kompilasai Hukum Islam (KHI) Pasal 2. 

10
 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer (Yogyakarta: Elsa Press, Cet V, 2008), 440. 

11
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali, 2010), 

79. 
12

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (3). 
13

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali, 2010), 

80. 
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Pasangan serasi itu terlihat bukan dari kekayaannya yang sama, juga bukan 

sama-sama tampan dan cantik, Namun pasangan serasi adalah pasangan yang memiliki 

pola pikir dan pola sikap Islam, artinya sama-sama berkepribadian Islam.
14

 

Manusia sebagai makhluk  Tuhan yang paling mulia karena dianugerahi akal 

dan pikiran, adakalanya dilahirkan tidak sempurna secara fisik. Berkurangnya atau 

hilangnya sebagian fungsi fisik bisa dialami sejak lahir maupun sebab lain. Setiap anak 

yang lahir di dunia adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap 

orang tua. Adapun setiap anak terlahir dengan sempurna ataupun terlahir secara 

istimewa memerlukan perhatian dan pelayanan khusus dari orang tua maupun 

lingkungan sekitar. Salah satu anak luar biasa atau istimewa itu adalah anak 

tunawicara. Tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi 

dari bunyi bicara, dan atau kelancaran berbicara.
15

 

Pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “yang berhak 

mwngucapkan qabu>l adalah calon mempelai pria secara pribadi”
16

 pasal ini secara jelas 

menyebutkan bahwa qabu>l semestinya menjadi keharusan bagi suami secara pribadi. 

Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan kebolehan suami 

mewakilkan qabu>l dalam akad nikah. “Dalam hal-hal tertentu ucapan qabu>l nikah dapat 

diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa 

                                                           
14

 Abu Zaid dan Ridha Salamah, Membangun Rumah Tangga Ideologis (Jakarta: PT. Wahyu Media  

Pertiwi, 2003), 17. 
15

 Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart, Komunikasi Dan Perilaku Manusia  (Depok: PT Rajagrafindo 

Persada, 2013),  65. 
16

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 ayat 1. 
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yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk 

mempelai pria”.
17

  

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad lainnya. Dalam wakil akad 

pernikahan wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tak mempunyai kekuasaan akad, tak 

dapat diminta mahar, tak dapat dipaksa calon mempelai wanita tersebut agar patuh 

terhadapnya, wakil habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad 

nikah selesai.
18

 

Para ahli fiqh telah sepakat bahwa setiap akad nikah yang boleh diwakilkan 

kepada orang lain untuk mengadakannya dan melakukannya, seperti jual beli, sewa-

menyawa, menuntut hak, perkawinan, talak dan akad-akad yang lain yang dapat 

diwakilkan.
19

 

Berdasarkan di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten 

Mojokerto terdapat pasangan suami istri tunawicara dalam pelaksanaannya yang 

melakukan qabu>l diterjemahkan oleh juru bicaranya. Hal ini dilakukan karena untuk 

mempermudah pemahaman terhadap apa yang diisyaratkan oleh mempelai putra ketika 

pengucapan qabu>l. Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam pengucapan qabu>l harus 

diucapkan secara jelas, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap qabu>l melalui 

juru bicara atau wakil akad nikah pihak pengantin laki-laki tidak menulis surat kuasa  

kepada orang yang mewakili, akan tetapi sudah menjadi kesepakatan bersama di antara 

                                                           
17

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 ayat 2. 
18

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VII  Terjemah Moh Tholib, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 2000),  34. 
19

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VII Terjemah Moh Tholib, 34 
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keduanya, sedangkan calon pengantin suami istri ini hadir. Dalam wakalah ini tanpa 

menulis surat kuasa atas qabu>l yang diwakilkan. 

 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Tujuan dan hikmah pernikahan dalam Islam 

2. Rukun dan syarat pernikahan 

3. Dasar hukum perkawinan dalam Islam 

4. Pengertian tawki>l  akad nikah 

5. Deskripsi praktek tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara 

Dari identifikasi masalah tersebut, diperlukan adanya pembatasan masalah yang 

berkaitan dengan beberapa hal yaitu: 

1. Praktek tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun Pohgurih 

Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. 

2. Analisis hukum Islam terhadap tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki 

tunawicara di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten 

Mojokerto. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang masalah yang telah diungkapkan  di atas, maka 

perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun 

Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto? 

2. Analisis hukum Islam terhadap tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki 

tunawicara di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten 

Mojokerto.? 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yaitu deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang 

sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka 

dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian yang penulis tulis tersebut sama 

sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.  

Untuk melengkapi referensi dan pengembangan penelitian, peneliti mempelajari 

penelitian yang telah dilakukan oleh  peneliti yang lain, yang terkait dengan fokus 

penelitian ini, serta menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian 

1. Skripsi saudara Zulfa Mustaghfiroh yang berjudul, “Implementasi Pasal 29 

Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Kebolehan Suami Mewakilkan Kabul 
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Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun)” (Skripsi UINSA, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2011). Dalam 

skripsi ini peneliti mengungkapkan praktik pelaksanaan tawki>l az-zawj dalam akad 

nikah di KUA Kecamatan Wungu. Kesimpulan dari hasil penelitian, dalam 

praktiknya  pernikahan mempelai ini karena mundurnya iddah istri yang 

diperhitungkan jatuh sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan padahal calon suami 

sebelum habisnya masa iddah akan berangkat ke luar negeri, maka mempelai 

melakukan akad nikah dengan menggunakan dengan cara tawki>l az-zawj, dalam 

pelaksanaan akad ini sudah sesuai dengan hukum Islam dalam KHI yang harus 

menulis surat kuasa atas dirinya. Apabila dipaksakan mempercepat akad nikah hal 

ini bertentangan dengan hukum Islam.
20

 

2. Skripsi Muh. Abd. wahid, yang berjudul “Korelasi Ketentuan Hukum dalam Pasal 

29 Kompilasi Hukum Islam  dengan Kitab Acuannya tentang ucapan qabul akad 

nikah kepada pria lain” (Skripsi: UINSA, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2000). 

Penelitian ini menggunakan metode komparasi yang membandingkan pasal 29 

Kompilasi Hukum Islam dengan kitab-kitab acuannya, dan memfokuskan tentang 

mensyaratkan adanya saksi dalam mewakilkan qabu>l pria lain.
21

 

                                                           
20

 saudara Zulfa Mustaghfiroh, “Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan 
Kebolehan Suami Mewakilkan Kabul Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)  (Skripsi UINSA, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2011), 66. 
21

 Muh. Abd. wahid, “Korelasi Ketentuan Hukum dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam  dengan Kitab 
Acuannya tentang ucapan qabul akad nikah kepada pria lain” (Skripsi: UINSA, Fakultas Syari’ah dan 

Hukum, 2000). 63. 
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Dari kedua judul skripsi di atas penulis menyatakan, bahwa judul yang skripsi 

tulis berbeda dengan skripsi sebelumnya. Oleh karena itu judul: “Tawki>l i>ja>b qabu>l 

calon pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam di Dusun Pohgurih 

Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto merupakan hasil karya 

penulis sendiri dan belum pernah dibahas sebelumnya. 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktek tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara di 

Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. 

3. Untuk mengetahui tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara perspektif 

hukum Islam di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten 

Mojokerto. 

 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dan berguna dalam dua aspek: 

1. Aspek keilmuan (teoretis) 
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Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu 

referensi keilmuan untuk peneliti selanjutnya, dan wawasan tentang tawki>l i>ja>b 

qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam. 

2. Aspek terapan (praktis) 

Penelitian ini kiranya dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu pengetahuan dan 

dapat dijadikan bahan acuan sumbangan pemikiran pada masyarakat khususnya d 

Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. 

 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, penulis akan menguraikan 

maksud dari variabel dari penelitian tersebut. Adapun yang perlu dijelaskan dalam 

definisi operasional tersebut adalah: 

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah ijtihad ulama’ fiqh yakni 

imam Syafi’I yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan peraturan perundang-

undangan (Kompilasi Hukum Islam).  

2. Tawki>l i>ja>b qabu>l,  dalam fiqh tawki>l (mewakilkan disebut juga al-wakalah yang 

bermakna at-tafwid} atau penyerahan, yakni pelimpahan kekuasaan oleh seseorang 

kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini pihak pengantin 

pria mewakilkan kepada seseorang s}ighat qabu>l dalam akad nikahnya
22 

                                                           
22

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz III Terjemah (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 232.  
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3. Tunawicara adalah sebutan bagi mereka yang menderita gangguan berbicara 

sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas.
23

 Dalam hal ini tunawicara adalah 

seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sehingga sulit berbicara. 

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian bermakna seperangkat  pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara 

pemecahanya.
24

 

Penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang 

langsung terjun ke lapangan. 

1. Data yang dikumpulkan 

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini data yang 

dikumpulkan yaitu: 

a. Data tentang praktek tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara 

b. Data tentang pelaku tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara 

 

 

 

                                                           
23

 Bilqis, Memahami anak tuna wicara (Yogyakarta: Familia, 2012), hlm. 11. 
24

 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta:  UI Press, 1998), 21. 
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2.  Sumber data 

Adapun sumber data penelitian ini antara lain: 

a. Sumber Primer 

  Sumber primer yaitu sumber pokok atau data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian di lapangan
25

 bisa berupa hasil wawancara dan 

pengamatan dengan sumber diantaranya:  

1) Kepala KUA 

2) Tokoh masyarakat di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri 

Kabupaten Mojokerto 

3) Tokoh agama di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri 

Kabupaten Mojokerto 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder yaitu sumber tambahan atau sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti
26

 yang berupa buku atau kitab yang 

berhubungan dengan judul penelitian. 

1. Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam. 

2. Wahbah Az-Zuhaily,  Al-Fiqh al-Isla>m  Wa Adillatuh. 

3. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. 

4. Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqh Sunnah. 

5. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 

                                                           
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 225. 
26

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 225. 
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6. KHI (Kompilasi Hukum Islam) 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan penelitian ini 

adalah menggunakan teknik: 

a) Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian secara sistematik dari kegiatan 

keseharian dengan menggunakan pengamatannya melalui pancaindra 

di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten 

Mojokerto. 

b) Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua 

orang atau lebih guna memperoleh informasi. Proses memperoleh 

keterangan  untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
27

Seorang peneliti 

bertanya langsung kepada subjek atau responden dan orangtua subjek 

sebagai penerjemah untuk mendapat informasi yang diinginkan guna 

mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai 

bahan laporan penelitian.
28

 

                                                           
27

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunik asi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial 
Lainnya  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 108. 
28

 S. Nasution, Metode Research (penelitian ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113. 
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c) Studi pustaka yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-

buku yang berkaitan erat dengan objek penelitian. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Data yang di dapat dari lapangan dan dokumen yang sudah terkumpulkan 

dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapan: 

a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh secara cermat baik dari data pimer atau sekunder, tentang taukil ijab 

qabul calon pengantin laki-laki tunawicara perspektik hukum Islam di Dusun 

Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. 

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai tawki>l i>ja>b qabu>l 

calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang 

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. 

c. Analizing, yaitu tahapan analisis terhadap data mengenai taukil ijab qabul 

calon pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam di Dusun 

Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. 

5. Teknik Analisis Data 

   Dalam tehnik analisis data, langkah selanjutnya menganalisis data yaitu 

setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data 

tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yag bertujuan untuk 
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membuat deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta.
29

 

 Dalam hal ini dengan mengemukakan praktek tawki>l i>ja>b qabu>l calon 

pengantin laki-laki tunawicara di Kelurahan Sumolawang Dusun Pohgurih 

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, tentang tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin 

laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam. Data yang diperoleh kemudian 

dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga 

dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

 Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yakni 

metode yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-pertiwa yang terjadi di 

lapangan
30

 . 

 Dari hasil analisis inilah, diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan 

masalah di atas, dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian 

dan bisa ditarik suatu kesimpulan. 

 

 

I. Sistematika  Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab. Dalam setiap bab 

terdiri atas beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari penelitian. 

                                                           
29

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63. 
30

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 335. 
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Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi landasan teori “Perspektif Hukum Islam”, yang akan dijadikan 

sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan tawki>l i>ja>b qabu>l calon 

pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam. Dalam bab ini akan membahas 

di antaranya yaitu pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat 

perkawinan. Pengertian akad nikah, syarat akad nikah dan cara pelaksanaannya. 

Ketentuan hukum tentang tawki>l akad nikah, pengertian tawki>l, syarat tawki>l akad 

nikah . 

Bab ketiga merupakan uraian tentang hasil penelitian “tawki>l i>ja>b qabu>l calon 

pengantin laki-laki tunawicara perspektif hukum Islam di Dusun Pohgurih Desa 

Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ”. Dalam bab ini akan membahas 

tentang profil Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten 

Mojokerto, letak geografis, kesejahteraan dan keadaan sosial, keadaan ekonomi, 

Agama, Pendidikan, struktur organisasi kepengurusan, sarana prasarana Dusun 

Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sekilas paktik 

tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara.  

Bab keempat analisis terhadap tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki 

tunawicara perspektif hukum Islam di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan 
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Puri Kabupaten Mojokerto, yang menganalisis lebih mendalam mengenai praktik 

tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara dan analisis hukum Islam 

terhadap tawki>l i>ja>b qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun Pohgurih 

Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. 

Bab kelima merupakan bab penutup, dalam bab ini akan dirinci menjadi 

beberapa bagian, yaitu kesimpulan penelitian dan saran-saran. 
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BAB II 

PERKAWINAN DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam dilakukan atas dasar hubungan 

yang halal. Perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an merupakan 

bukti dari Kemahabijaksanaan Allah Swt dalam mengatur makhluknya. Firman 

Allah  QS Al-Najm ayat 45 sebagai berikut: 

                 

 

Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan 

pria dan wanita.
1
 

 

 

Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup 

antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materil dan 

spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan sunnatullah yang bersifat qudrati, 

perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul.
2
 

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut ‚Nikah‛ ialah melakukan 

suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan 

wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk 

mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan 

ketentraman (mawaddah warah}mah) dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT.
3
 

                                                           
1
 Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), 528. 

2
 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer (Jakarta: Rajawali, 2008), 296. 

 
3
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 1989), 9. 
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Secara arti kata nikah atau zawaj berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga 

berarti akad. Dalam arti istilah dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan 

yang artinya ‚akad yang yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 

hubungan kelamin dengan lafal nikah atau tazwi>j atau yang semakna keduanya‛. 

Ada beberapa definisi nikah menurut istilah yang dikemukakan oleh ahli 

fiqh, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali pada 

redaksinya saja. Ulama’ syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada 

hakikat akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku 

sesudahnya, yaitu boleh bergaul (hubungan suami istri). Sedangkan sebelum akad 

berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana kalangan 

syafi’iyah merumuskan pengertian nikah sebagai berikut:
4
 

Para ahli fiqh menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di 

atas dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Penggunaan lafal akad (  ٌعَ قْ د ) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu 

adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang 

terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena 

akad adalah peristiwa hukum, bukan semata hubungan kelamin antara laki-

laki dan perempuan. 

b. Penggunaan ungkapan   ُعَ عَ عَ عَ ءُ   طِ عَ اعَ دٌ   العَ اطِ ء (yang mengandung maksud yang 

membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki 

dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang 

                                                           
4
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana,2006), 37. 
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membolehkannya secara hukum syara’. Di antara hal yang membolehkan 

hubungan kelamin adalah adanya akad nikah di antara keduanya. 

c. Menggunakan lafal  َنكع  dan  َلعَ ع  mengandung maksud bahwa akad yang   عَ

membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu dengan 

menggunakan lafal na-ka-ha dan za-wa-ja.5 

Dari beberapa definisi nikah yang berbeda di atas, namun pada 

hakikatnya sama bahwa nikah (perkawinan) merupakan akad yang menghalalkan 

hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan juga untuk 

mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang 

antara keduanya, sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh syari’at Islam.  

Al-Quran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau 

mi>tha>qan ghali>z}an. Sebagaimana firma Allah dalam QS. An-Nisa 21:
6
 

 

                               

 

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

Perjanjian yang kuat.
7
 

 

 

 Adapun pengertian yang dikemukakan dalam pasal 1 Undang-undang 

Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), adalah: ‚Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

                                                           
5
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), 74. 

6
 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2012), 261. 
7
 Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 81. 
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tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa‛.
8
 

 Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: 

‚Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mi>tha>qan ghali>z}an untuk menaati perintah Allah SWT dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
9
 

 Dalam KHI bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang bernilai 

ibadah, dengan demikian maka perempuan yang menjadi istri merupakan amanh 

Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia bisa 

dimiliki melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. 

 Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat 

dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan 

perempuan membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan saling 

mengasihi.
10

 

 

 

B. Tujuan Perkawinan  

Tujuan perkawinan secara garis besar adalah untuk mendapatkan 

ketenangan hidup, memperoleh keturunan, dan memperluas serta mempererat 

hubungan kekeluargaan untuk membangun masa depan individu, keluarga dan 

masyarakat
11

 

                                                           
8
 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

9
 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

10
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Jakarta: Attahiriyah, 1995), 362. 

11
 A. Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan cet ke-2 (Yogyakarta: al-Bayan, 1995), 11. 
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Landasan perkawinan dengan nilai-nilai keislaman yakni saki>nah, 

mawaddah, dan rah}mah dalam firman Allah QS. Ar-Rum 21: 

 

                             

                      

 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.
12

 

 

 

 Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang : 

1. Saki>nah, artinya tenang 

2. Mawaddah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan 

dengan hal-hal yang bersifat jasmani 

3. Rah}mah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang 

berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.
13

 

Perkawinan merupakan tujuan syariah yang dibawah Rasulullah Saw, 

yaitu penataan hal ih{wa>l manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan 

pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat adanya 

empat garis dari penataan itu yakni:   

1. Rub’al-’iba>dah,  mengatur hubungan manusia selaku makhluk dengan 

Tuhannya 

                                                           
12

Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 406. 
13

 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , 261. 
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2. Rub’al-mu’a>malah,  menata  hubungan manusia  dengan manusia lainnya 

3. Rub’al-muna>kahah, menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga 

4. Rub’al-jina>yah, menata pengamanan manusia dalam suatu pergaulan yang 

menjamin ketenteraman.
14

 

  Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 

bahagia. Adapun tujuan pernikahan itu sendiri dapat dikembangkan menjadi lima 

yaitu: 

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan manusia 

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 

kasih sayangnya 

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan 

d.  Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 

halal 

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas 

dasar cinta dan kasih sayang.
15

 

Diantara tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah melanjutkan 

keturunan. Keturunan ini nanti diharapkan bisa melanjutkan cita-cita dan 

perjuangan orangtua. Keturunan adalah sambungan hidup orangtuanya. Bagi 

seorang muslim cita-cita yang tinggi ialah meninggikan agma Islam dan 

                                                           
14

 Tihami, dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali, 

2010), 15. 
15

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat  Seri Buku Daras, cet III (Jakarta: Pustaka Kencana), 

24. 
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mempunyai anak-anak dan keluarga yang sholeh. Anak sholeh merupakan amal 

yang tiada putus-putusnya bagi orangtuanya.
16

 

 

 
C. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang rukun nikah ini 

disebutkan dalam pasal 14 yaitu, ‚untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 

calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul‛.
17

 

Imam Syafi’i menyebutkan rukun perkawinan ada lima, yang terdiri 

dari:
18 

1. Calon Istri 

   Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini istri tersebut boleh dinikahi 

dan sah secaara syar’i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang 

menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang. Islam hanya mengakui 

perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, 

seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Allah SWT berfirman 

dalam surat An-Nu>r  ayat 32: 

                         

               

 

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 

                                                           
16

Kamal Mukhtar, Asas-asan Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 

1993), 17. 
17

 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
18

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat  Seri Buku Daras, 46. 
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mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui.
19

 

 

2. Calon Suami 

  Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti 

calon suami bukan termasuk saudara atau mahram istri, yidak terpaksa 

artinya atas kemauan sendiri, orangnya jelas, dan tidak sedang ihram haji,
20

  

3. Wali 

  Ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita 

ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh). 

Seseorang boleh menjadi  wali, apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. 

Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-

orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya. Di samping itu, wali juga 

harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi 

walinya orang Islam.
21 Hadis Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:

22
 

 

نطِ ىُّ   اقْاعَ عَ طِ   قْ ءُ  اعَ عَ عَ  عَ عَ طِ قْ ءُ  اعَ مّ ءُ قْ ءُ     . العَ عَ لعَ    ءُ رقْ اعَ سَّ طِ   عَ قْ ,اعَ سَّ  عَ     ءُ   طِ عَ اءُ      .  الءُ عَ قْ طِ ىُّ   عَ رطِ قْ عَ   قْ طِ   ءُ ,  طِ قْ

 طِ   عَ قْ 
رعَ عَ  أعَ رعَ قْ لقْ ءُ  قعَ  عَ : قعَ    ءُ لوِّ ءُ   عَ  "ل  ا    ه الله ص   الله رعَ ءُ أ ءُ   ءُ عَ رقْ أ عَ   اقْ عَ رقْ لوِّ ءُ  لعَ عَ .  اقْ عَ أعَ ءُ   ءُ عَ رقْ  اقْ عَ

هعَ  فقْ عَ هءُ   عَ لوِّ ءُ   امّ طِ      ا سَّ طِ عَ عَ   عَ طِ سَّ هعَ   ءُ عَ فقْ عَ   ( ه        رل ه ) عَ

 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Hasan al-‘Atakiy, 

telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan alal-

Uqayliy: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan 

dari Muhammad bin si>ri>n  dari Abi Hurairah berkata: 

Rasulullah SAW bersabda ‚janganlah seorang perempuan 

menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang 

                                                           
19

 Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 254. 
20

 Alhamdani, Risalah Hukum Perkawinan Islam, 87. 
21

 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat Juz I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 83. 
22

 Muhammad Fu’ad Abdullah Baqi, Sunan Ibnu Majah (Tanpa Tahun), 605. 
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perempuan menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang 

pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri‛. (H.R. Ibnu 

Majah) 

 

4. Dua orang saksi 

  Adanya dua orang saksi yang adil, golongan Syafi’i mengatakan apabila 

pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil atau tidak, 

maka hukumnya tetap sah, karena perkawinan terjadi di berbagai tempat, di 

kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota. Dengan 

demikian untuk mengetahui adil atau tidaknya seseorang dapat dilihat dari 

segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fa>siq. Maka 

apabila kemudian hari terlihat sifat fa>siqnya setelah terjadi akad, maka akad 

nikah yang telah terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti 

perkawinannya tetap dianggap sah. 
23

Nabi Muhammad SAW bersabda 

sebagai berikut:
24

 

 
رعَ قْ بٍ  أعَ ءُل اعَ سَّ عَ عَ  ،  قْ ءُ  الله  عَ قْ ءُ . نءُ كطِ ،  عَ قْ   اقْ ءُ عَ رعَ ،  عَ طِ  اعَ سَّ  طِ ىوِّ رطِ لعَ عَ، عَ قْ   عَ قْ   ا ىُّ قْ رقْ ،  ءُ   ا سَّ طِ وِّ   عَ طِ   عَ ئطِ عَ عَ

هطِ  اللهءُ  صعَ سَّ  ؛  عَ عَ قْ ، لعَ عَ قْ  لعَ عَ سَّاقْ رطِ عَ عَ نقْ ،   قْ طِ   عَ طِ   طِ لقْ ءُ  قعَ  عَ : قعَ  عَ   عَ سَّ سبٍ هطِ  اللهءُ  صعَ سَّ  الله رعَ ءُ  " لعَ عَ سَّاقْ   عَ عَ قْ

اطِ بٍ   عَ طِنعَ اعَ  هطِ عَ قْ   طِ عَ طِلعَ  "  عَ قْ بٍ  لعَ عَ

 ( ه        رل ه)

 
Artinya: Telah menceritakan kepada saya Abu Quroib, telah 

menceritakan dari Abdullah bin Mubarok dari Hajjaj dari az-

Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Rasulullah SAW dari 

Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: jangan menikah tanpa adanya wali dan dua orang 

saksi. (H.R. Ibnu Majah) 

 

                                                           
23

 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat Juz I., 102. 
24

 Muhammad Fu’ad Abdullah Baqi, Sunan Ibnu Majah, 606. 
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5. S{i>ghat (i>jab dan qabu>l) 

  Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan 

perempuan serta persetujuan mereka untuk hidup berkeluarga. Karena 

perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan 

mata kepala, oleh karena itu harus ada bukti yang tegas untuk menunjukkan 

kemauan untuk hidup dalam ikatan suami istri. Bukti ini diutarakan dengan 

kata-kata oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad.
25

 

  Dalam  Kompilasi Hukum  Islam (KHI) pasal  27,  Ijab  qabul  atau  

sighat  secara  tegas  diatur  yakni ‚Ijab  dan  qabul  antara  wali  dan  calon  

mempelai  pria  harus  jelas,  beruntun, dan tidak berselang waktu‛.
26

 

  Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat hukum terhadap calon 

pasangan suami istri haruslah memenuhi syarat berikut: 

1) Kedua belah pihak sudah tamyi>z 

  Bila salah satu pihak ada yang gila atau anak kecil dan belum tamyi>z 

(tidak bisa membedakan benar dan salah), maka perkawinannya tidak sah. 

Dan jika salah seorang dari orang yang melakukan i>jab qabu>l ini belum 

dewasa dalam arti belum tamyi>z, asalkan walinya atau orang tuannya 

mengizinkan maka i>jabnya dianggap sah. Dan jika tidak mengizinkan maka 

i>jabnya dihukumi tidak sah.
27

 

 

 

                                                           
25

 Muhammad Fu’ad Abdullah Baqi, Sunan Ibnu Majah, 73. 
26

 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
27

 Alhamdani, Risalah Hukum Perkawinan Islam, 77. 
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2) I>jab qabu>l dalam satu majelis 

  Ketika mengucapkan i>jab qabu>l tidak boleh diselingi kata-kata lain, atau 

menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa i>jab 

qabu>l.28 

 Perkawinan dianggap sah, apabila syarat rukunnya sempurna, dimana kedua 

pasangan ataupun pihak lain tidak dapat membatalkan perkawinannya atau 

memfasakhnya. Dan perkawinan hanya bisa berakhir karena perceraian atau 

kematian.
29

  

  Namun demikian, walaupun kelima rukun tersebut sudah dianggap cukup, 

tetapi agar akad nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum, hendaknya 

disaksikan pula oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama 

(KUA) setempat sesuai dengan Undang-undang hukum perkawinan yang berlaku 

di Indonesia. 

  Menurut UU No. 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan tercantum pada 

pasal 6 sebagai berikut: 

1. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama. 

2. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan. 

3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.  

4. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 

harus mendapat izin orang tua.
30

 

                                                           
28

 Ibid., 
29

 Ibid., 93. 
30

 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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  Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. 

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dalam 

perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Dan 

mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan 

rumah tangga.
31

 

1. Syarat calon suami 

a. Islam 

b. Lelaki  

c. Bukan lelaki mahram degan calon istri 

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, 

baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-quran surat An-Nisa’ ayat 23: 

 

                           

                      

                           

                     

                         

      

 

 

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

                                                           
31

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan  , 59. 
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perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 

isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah 

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu 

itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang 

telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.
32

 

 

 

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi 

menjadi tiga hal: 

1) Karena ada hubungan ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama 

lamanya) 

2) Larangan perkawinan karena ada hubungan musah}arah (perkawinan) 

3) Larangan perkawinan karena susuan 

d. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan 

istri. 

2. Syarat calon istri 

a) Islam 

b) Perempuan  

c) Baligh 

d) Bukan perempuan mahra, dengan calon suami 

e) Bukan seotrang khunsa 

                                                           
32

 Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 82. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 
 

f) Bukan dalam ihrah haji atau umroh 

g) Tidak dalam iddah 

h) Bukan istri orang 

 Syarat perkawinan yang berhubungan dengan kedua calon mempelai, 

wanita dan pria, adalah: 

1. Keduanya memiliki identitas dan keberadaan yang jelas 

2. Keduanya beragama Islam 

3. Keduanya tidak dilarang melangsungkan perkawinan 

4. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melaksanakan  perkawinan 

 

 Khusus untuk laki-laki harus punya bekal untuk menikah. Dalam suatu 

hadisnya, Nabi Saw bersabda:
33

 

 
رءُ  اعَ سَّ عَ عَ  فقْ طِ   قْ ءُ   ءُ عَ  طِ قْ  اعَ سَّ عَ عَ :  طِ عَ اطِ   قْ طِ  اعَ

اقْ  طِ   عَ قْ  اعَ سَّ عَ طِ قْ : اعَ قْ عَ ءُ  اعَ سَّ عَ عَ : أعَ   عَ عَ   عَ عَ قْ ءُ : قعَ  عَ   عَ طِ قْ عَ   قْ طِ   عَ قْ طِ ارسَّ

لعَ طِ  لعَ   عَ قْ عَ عَ عَ  هطِ  الله صعَ سَّ   ا سَّ طِ قْ   عَ عَ  نءُ سَّ : اللهطِ   عَ قْ ءُ   عَ عَ  عَ  الله  عَ قْ طِ   عَ عَ   اعَ قْ ئً ،  عَ طِ ءُ   عَ   عَ عَ ً   لعَ عَ سَّاقْ   عَ عَ قْ  اعَ عَ   عَ عَ  عَ   عَ قْ

لقْ ءُ  هطِ  الله صعَ سَّ  الله رعَ ءُ رعَ ا سَّ عَ  طِ : "لعَ عَ سَّاقْ   عَ عَ قْ لقْ عَ اءُ    قْ عَاعَ اعَ   عَ طِ     عَ نءُ لسَّ قْ  ا عَ  عَ عَ     طِ قْ هءُ   عَ اقْ عَ  عَ  أ عَ ىُّ   عَ طِ عَ

صعَ ءُ  لعَ عَاقْ رطِ فعَرقْ طِ  اطِ قْ عَصعَ
هطِ   عَ قْ عَاطِ قْ  اعَاقْ  لعَ عَ قْ  اطِ قْ اطِ   طِ   عَلعَ عَ قْ لقْ هءُ  اصسَّ  " لطِ عَ  دٌ  اعَهءُ   عَ طِ سَّ

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs} bin Ghiyas: telah 

menceritakan kepadaku Umaroh dari Abdur Rah}man  bin Yazid 

berkata: saya datang bersama al-Qomah kepada Abdullah, 

Abdullah berkata, saya bersama Rasullah SAW diantara para 

pemuda yang tidak memiliki apa-apa, kemudian Rasulullah SAW 

bersabda ‚Wahai anak-nak muda, barangsiapa di antara kalian 

yang punya bekal untuk menikah, maka segeralah menikah, karena 

sesungguhnya dengan menikah itu dapat memelihara nafsu seks. 

Namun bagi siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, 

karena berpuasa adalah perisai baginya‛. (Muttafaq ‘Alaih ) 

 

                                                           
33

 _, Kutub As-Sittah, (Riyadh: Da>r As-Sala>m, 1990),  438. 
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5. Unsur kafa’ah (kesamaan) antara kedua pihak 

6. Persetujuan dari kedua belah pihak 

7. Adanya hak dan kewajiban pada suami istri\ 

 Setelah kedua calon pengantin mengikat tali perkawinan, maka 

keduanyapun terikat sebagai suami istri.
34

 

8. Syarat wali 

a) Islam, bukan kafir dan murtad 

b) Lelaki 

c) Baligh 

d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan 

e) Bukan dalam ihram haji atau umroh 

f) Tidak fasik 

g) Tidak cacat akal pikiran 

h) Merdeka
35

 

9. Syarat saksi 

a) Sekurang-kurangnya dua orang 

b) Islam 

c) Berakal baligh 

d) Laki-laki 

e) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul 

f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap 

                                                           
34

 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, 301. 
35

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,  60. 
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g) Adil 

h) Merdeka
36

 

 Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, 

atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang 

seperti tidak ada.
37

 

 Bagi orang yang buta , tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka 

benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, 

secara yakin dan pasti.
38

  

10. Syarat Ijab 

a) Pernikahan ini hendaklah tepat 

b) Tidak boleh menggunakan sindiran 

c) Diucapkan wali atau wakilnya 

d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut’ah 

e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan persyarat sewaktu ijab dilafadzkan) 

11. Syarat Qabul 

a) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab 

b) Tidak berkata sindiran 

c) Diafalkan oleh calon suaminya 

d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut’ah 

e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan persyarat sewaktu ijab dilafadzkan) 

f) Menyebut nama calon istri 

                                                           
36

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 60 
37

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VI  Terjemah Moh Tholib (Bandung : PT AL-Ma’arif, 2000), 

90. 
38

 M Bagir dan Al- Husbi, Fiqh Praktis (Bandung: Mizan, 2002), 71. 
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g) Tidak diselangi oleh perkataan lain 

 

 

D. Pengertian Akad Dalam Pernikahan 

Dalam pernikahan, ridlanya laki-laki dan perempuan, serta persetujuan 

antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. 

Perasaan ridla dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihatdengan jelas. 

Karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan 

mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata 

oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan s}ighat 

dalam pernikahan.
39

  

Para ulama’ mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika 

dilakukan dengan akad, yang mencakup i>jab dan qabu>l antara wanita yang 

dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang 

menggantikannya seperti wakil dan wali.
40

 

Akad nikah juga merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, karena 

merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan. Akad nikah 

merupakan suatu perjanjian perikatan yang dilakukan pihak calon suami dan 

pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan, dengan 

mengucap s}ighat yakni, i>jab qabu>l.41 

                                                           
39

 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat Juz 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73. 
40

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab Terjemah Masykur A.B dkk (Jakarta: 

Lentera, 1996), 309. 
41

 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 

76. 
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I<jab adalah penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan 

perkawinan dari wali pihak wanita kepada calon mempelai pria. Contoh i>ja>b : 

‚Wahai Fulan, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Fulanah 

dengan mas kawin 10 gram emas tunai‛. Qabu>l adalah penegasan untuk 

menerima ikatan perkawinan tersebut, yang diucapkan oleh mempelai pria. 

Contoh qabu>l : ‚Saya terima nikah dengan putri bapak yang bernama Fulanah 

denngan maskawin 10 gram emas tunai‛. Penegasan penerimaan itu harus 

diucapkan oleh mempelai pria langsung sesudah ucapan penegasan oleh wali 

pihak mempelai wanita. Tidak boleh ada tenggang waktu yang mengesankan 

adanya keragu-raguan.
42

 

Disahkan pernikahan tunawicara dengan isyarat, namun sesungguhnya  

isyarat itu harus bermakna memahamkan. Dan jika saksi yang hadir dalam 

akadnya tidak paham dengan isyarat tersebut, maka tidak sah perkawinannya.
43

 

Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali yang digunakan akad nikah adalah 

kata tazwi>j atau nikah yang artinya nikah dan kawin, karena lafal tersebut 

terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. Sedangkan menurut Hanafi 

membolehkan kalimat yang lain misalnya, kalimat hibah, sedekah, pemilikan
44

. 

Ahli fiqh mensyaratkan pada bentuk akad i>jab dan qabu>l, contoh pertama: 

seseorang yang mengakadkan mengatakan ‚menikahkan kamu dengan anak 

perempuan saya‛, dan yang menerima mengatakan ‚saya terima‛, Contoh kedua: 

                                                           
42

 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, 300. 
43

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 2 (Kairo: Da>r al-Fath Lil I’lam, 1990 ), 151. 
44

 Abd Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat  (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),  56. 
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seseorang yang mengakadkan mengatakan ‚aku mengawinkan kamu dengan 

anakku‛, dan yang menerima mengatakan ‚saya terima‛.
45

 

Disahkan pernikahan tunawicara dengan isyarat, karena sesungguhnya 

isyarat itu bermakna memahamkan. Dan jika saksi yang hadir dalam akadnya 

tidak paham dengan isyarat tersebut, maka tidak sah perkawinannya.
46

 

 

 

E. Syarat Akad Nikah dan Cara Pelaksanaannya 

Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami 

istri, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Kedua belah pihak sudah tamyiz 

b. Apabila salah satu pihak masih kecil ada yang gila, maka pernikahannya 

tidak sah. 

c. I>jab qabu>l dilaksanakan dalam satu majelis 

 Ketika mengucapkan i>jab qabu>l tersebut tidak boleh diselingi dengan 

kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat ada penyelingan yang 

menghalangi peristiwa i>jab qabu>l. 

Jika mencermati pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang 

dimaksud dengan satu majelis, yakni sebagai berikut:  

1. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam 

satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara 

terpisah, dalam artibahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian 

setelah upacara ijab selesai, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. 

                                                           
45

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 2, 152. 
46

 Ibid., 151. 
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Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut 

keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan 

menyangkut kesatuan tempat.  

2. Pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majlis disyaratkan bukan 

hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi 

sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut 

pendapat ini harus dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa 

ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang 

melakukan akad.
47

 

d. Ucapan qabu>l hendaknya tidak menyalahi ucapan i>jab, artinya maksud dan 

tujuannya adalah sama, kecuali kalau qabu>lnya sendiri lebih baik daripada 

i>jabnya dan menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. Jika 

pengijab mengatakan, ‚Saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya 

dengan mahar seratus ribu rupiah.‛ Lalu penerima menjawab, ‚Saya terima 

nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah.‛ Maka nikahnya sah, sebab 

qabu>lnya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilanya) dari yang 

dinyatakan pengijab. 

e. Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan 

masing-masing. Pernyataan kedua belah pihak tersebut harus dengan kalimat 

yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah sekalipun 

kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi 

                                                           
47

 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 

2005), 3. 
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pertimbangan disini adalah maksud dan niat, bukan berarti setiap kata-kata 

yang dinyatakan dalam i>jab qabu>l.48
 

Jadi seorang calon suami dalam mewakilkannyakepada orang lain untuk 

menikahkannya tanpa member criteria atau batasan-batasan tertentu terhadap 

wanita yang dikehendakinya, entah wanita itu sekufu’ atau tidak, bercacat atau 

tidak. 

 

 

F. Ketentuan hukum tentang tawki>l akad nikah 

1. Pengertian tawki>l \ 

Kata tawki>l diambil dari kata waka>lah yang artinya perwakilan yang 

bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Secara bahasa kata 

waka>lah  berarti tafwi>dh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian 

mandat).
49

Dalam QS An-Nisa’ 35: 

                              

                         

 

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal.
50

 

 

 

                                                           
48

 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 1, 79. 
49

 Wahbat al-Zuh}ayli>, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu  (Damaskus: Da>r al-Fikri, 2008), 743. 
50

 Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 84. 
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Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad lainnya. Dalam 

wakil akad pernikahan wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tak 

mempunyai kekuasaan akad, tak dapat diminta mahar, tak dapat dipaksa 

calon mempelai wanita tersebut agar patuh terhadapnya, wakil habis 

tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah 

selesai.
51

 

Para ahli fiqh telah sepakat bahwa setiap akad nikah yang boleh 

diadakan oleh manusia secara pribadi, maka boleh diwakilkan kepada orang 

lain untuk mengadakannya dan melakukannya. Seperti jual beli, sewa-

menyewa, menuntut hak, perkawinan, talak dan akad-akad yang lain yang 

dapat diwakilkan.
52

 

Menurut imam Syafi’i tidak boleh ada perwakilan secara umum dan 

hal tersebut merupakan suatu penipuan, dibolehkan di antara perwakilan 

tersebut sesuatu yang disebutkan, dibatasi dan diperkuat yang dimana pada 

asalnya perwakilan adalah tidak diperbolehkan kecuali karena sesuatu yang 

telah disepakati.
53

  

Menurut kalangan selain Hanafiyyah, seorang wanita tidak sah  

menjadi wakil dari orang lain dalam melakukan akad nikah, karena ia sendiri 

                                                           
51

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VII  Terjemah Moh Tholib, 34. 
52

 Ibid., 31.  
53

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2 Terjemah Abu Usamah Fakhtur Roh}man (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2007), 597. 
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tidak bisa melakukan akad untuk dirinya sendiri maka ia juga tidak bisa 

untuk melakukan  akad orang lain.
54

 

Mewakilkan ucapan qabu>l akad nikah adalah mewakilkan seseorang 

atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menikahkannya terhadap 

seorang perempuan tanpa memberi batasan-batasan tertentu kepada 

perempuan yang akan dinikahkannya, baik batasan tersebut mengenai diri 

perempuan tersebut maupun batasan yang berkenaan dengan mahar yang 

akan diberikan terhadap perempuan tadi
55

 

Empat maz}hab telah sepakat, jika seseorang yang menjadi wakil 

qabu>l dari seorang calon mempelai laki-laki ia tidak bisa dituntut hak-hak 

akad tersebut, sesungguhnya hak-hak akad kembali kepada muwakkil dan 

bukan wakil, karena wakil menurut mereka hanya semata-mata sebagai juru 

bicara.
56

 

Jadi seorang calon suami dalam mewakilkannya kepada orang lain 

untuk menikahkannya tanpa memberi kriteria atau batasan-batasan tertentu 

terhadap wanita yang dikehendakinya, entah wanita itu sekufu’ atau tidak, 

bercacat atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Wahbat al-Zuh}ayli>, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu  Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani 
dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 478. 
55

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VII  Terjemah Moh Tholib, 34.  
56

 Wahbat al-Zuh}ayli>, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu  Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani 
dkk, 486. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42 
 

2. Syarat Tawki>l Akad Nikah 

Suatu hal yang penting, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, 

ketika  seseorang  akan  melaksanakan   harus  memenuhi  beberapa  syarat.  

Termasuk  ketika  seseorang  akan  melakukan  wakalah  maka  harus 

memenuhi syarat. 

Syarat bagi orang yang mewakilkan adalah orang yang mempunyai 

kekuasaan atau wewenang untuk sesuatu yang dikuasakan serta cakap untuk 

melakukan tindakan hukum, yaitu: 

a. Orang laki-laki yang berakal 

b. Baligh 

c. Merdeka 

d. Tidak dalam keadaan berihram 

Karena yang demikian itu dianggap orang yang sempurna 

kesanggupannya., jika orang yang mewakilkan tersebut tidak mempunyai 

kesanggupan, maka orang tersebut tidak berhak mewakilkan urusan mereka 

kepada orang lain. Serta diharuskan ada persetujuan dari masing-masing pihak 

.
57

 

Pemberian kuasa dalam hal ini berkenaan dengan pemberi kuasa 

(muwakkil), orang yang diberi kuasa (wakil), dan tindakan yang dikuasakan. 

1) Pemberi Kuasa (Muwakkil)  

Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat 

akalnya, dewasa dan merdeka. Ini karena ia dianggap sempurna 

                                                           
57

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VII Terjemah Moh Tholib, 32. 
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kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia 

berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan setiap 

orang yang dapat berbuat demikian, maka ia dianggap sah mengangkat 

orang lain bertindak mewakili dirinya.
58

 

Menurut imam Maliki dan Syafi’i dibolehkan perwakilan orang yang 

hadir, sehat, dan laki-laki, karena hukum dasarnya perwakilan adalah 

diperbolehkan dalam segala sesuatu yang telah disepakati, namun orang 

yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan perwakilan.
59

  

2) Orang yang Diberi Kuasa (Waki>l)  

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh 

syara’ untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan 

kepadanya. Oleh karena itu, menurut imam Malik, tidak sah memberi 

kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa 

kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut imam Maliki dan 

Syafi’i juga tidak sah. Bagi imam Syafi’i, pemberian kuasa kepada 

perempuan tidak sah, baik ia melakukannnya secara langsung atau melalui 

perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang 

lain untuk melakukan akad nikah Sedang bagi imam Maliki itu boleh, jika 

perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.
60

 

3) Tindakan yang Dikuasakan (Tawki>l)  

                                                           
58

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VII Terjemah Moh Tholib, 32. 
59

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid  Jilid 2 Terjemah Abu Usamah Fakhtur Roh}man, 595. 
60

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid  Jilid 2 Terjemah Abu Usamah Fakhtur Roh}man, 596. 
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Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan 

oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan utang, tanggungan, semua 

bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian 

kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, talak, nikah,  khulu’ dan 

perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat 

harta, seperti sedekah, zakat dan haji.
61

 

Selain maz}hab Hanafiyyah mengatakan boleh ada tawki>l dalam 

menuntut hudud dan qis}}as, baik si muwakkil hadir maupun tidak, karena 

boleh jadi ada kebutuhan yang menghendakinhya.
62

 

Ketentuan hukum yang mengatur tentang mewakilkan ucapan qabu>l 

diantaranya terdapat pada pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yaitu:
63

 

1. Yang berhak mengucapkan qabu>l ialah calon mempelai pria secara 

pribadi 

2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabu>l nikah dapat diwakilkan kepada 

pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang 

tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu 

adalah untuk mempelai pria 

3. Dalam hal calon wanita atau wali keberatan calon mempelai pria 

diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. 
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Ibid., 596. 
62

 Wahbat al-Zuh}ayli>, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 
479. 
63

 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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Dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam KHI diatas ada ketentuan 

calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa 

penerimaan wakil atas  akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dengan 

demikian jika  syarat- syarat dan rukun-rukun perkawinan itu telah 

dipenuhi, maka sahlah perkawinannya dan para pihak saat itu   berubah 

status sebagai suami-istri. Mereka hidup dalam satu kesatuan yang 

dinamakan keluarga. Sejak saat itulah timbul   hak dan kewajiban sebagai 

suami-istri. 

Hukum wakalah dalam pernikahan hal ini mesti terikat dengan 

semua ketentuan yang ditetapkan muwakkil seperti yang sudah  dijelaskan 

di atas, dan ia tidak berhak melakukan akad yang mengandung 

kemudharatan atau kerugian pada muwakkil. Para ahli fiqh sepakat apabila 

seseorang melakukan akad untuk diri dan kemaslahatannya sendiri maka 

hukum dan hak-hak akad kembali kepadanya. Tetapi jika ada wakil yang 

menjadi penengah dan juru bicara dalam melakukan akad maka hak akad 

akan kembali kepada muwakkil.
64
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 Wahbat al-Zuh}ayli>, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani 
dkk,, 483. 
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BAB III 

TAWKI><L I><JA<B QABU><L CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA 

DI DUSUN POHGURIH DESA SUMOLAWANG KECAMATAN PURI 

KABUPATEN MOJOKERTO 

 

A. Profil Singkat Mojokerto 

Mojokerto merupakan satu-satunya kota di provinsi Jawa Timur, bahkan 

di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil. Luas 

keseluruhan wilayah kabupaten Mojokerto adalah 969,36 Km
2. 

Kabupaten 

Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 5 Kelurahan, Desa 299.
1
 Secara geografis 

kota Mojokerto berada di antara 7
0 

27’ 0.16”-7
0 

29’ 37.11” LS dan 12
0
27’24” BT. 

Batas administratif kabupaten Mojokerto yaitu:
2
 

 Sebelah utara : Sungai Brantas 

 Sebelah timur : Kecamatan Puri 

 Sebelah selatan : Kecamatan Sooko 

 Sebelah barat : Kecamatan Sooko 

Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

(IKM) melakukannya di bawah pengawasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. Secara umum potensi IKM kabupaten Mojokerto tersebar di 

berbagai desa di tiap kecamatan. IKM yang menonjol di kabupaten Mojokerto 

                                                           
1
 Profil Kabupaten Mojokerto, , diakses pada Minggu, 19 Maret 2017, 14.59. 

2
 Profil Kota Mojokerto, , diakses pada hari Minggu, 19 Maret 2017, 14.28 WIB. 
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adalah IKM sepatu, terbukti dengan dibangunan Psat Perkulakan Sepatu 

Trowulan (PPST).
3
 

Sebagai kota penyangga Surabaya, penduduk yang bermukimpun sangat 

tergantung pada kegiatan atau usaha yang berdekatan dengan kota Mojokerto, 

salah satunya adalan industri, perdagangan dan jasa. Hal ini terlihat dari jumlah 

penduduk menurut mata pencaharian bahwa jumlah penduduk yang bekerja di 

bidang jasa sebesar 36%, perdagangan 25%, industry 21%, pertanian 3% dari 

jumlah penduduk kabupaten Mojokerto.
4
 Kabupaten Mojokerto telah ditetapkan 

pada Mojokerto yang mempunyai akar sejarah berkaitan erat dengan kebesaran 

kerajaan Mojopahit. 

Kabupaten Mojokerto juga memiliki potensi IKM di bidang tekstil, 

diantaranyaa produksi tas dompet dengan pemasaran di Sidoarjo dan Surabaya 

hingga luar daerah lainnya, serta produksi kaos olahraga (penyedia terbesar 

seragam olahraga di wilayah Jawa Timur serta sebagian luar pulau Jawa) dan 

konveksi (melayani pemesanan seragam instansi negeri maupun swasta hingga 

luar pulau Jawa). Adapun potensi IKM di bidang seni antara lain kerajinan 

patung batu di dareh Trowulan dengan kekhasan budaya Mojopahit, serta 

kerajinan cor kuningan dengan nuansa yang serupa serta aplikasi produk yang 

lebih luas baik untuk hiasan dalam dan luar ruangan.
5
 

 

 

                                                           
3
 Profil-kabupaten-mojokerto, , diakses pada Minggu 19 Maret 2017, 15.08. 

4
 Profil Kota Mojokerto, , diakses pada hari Minggu, 19 Maret 2017, 14.28 WIB. 

5
 Profil-kabupaten-mojokerto, , diakses pada Minggu 19 Maret 2017, 15.08. 
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1. Letak Lokasi 

Desa Sumolawang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Adapun jarak desa Sumolawang dari 

kecamatan 6 Km dari kota kabupaten kira-kira 7 Km. Adapun batas wilayah 

desa Sumolawang, yaitu sebagai berikut:
6
 

a. Sebelah utara : desa Kenanten 

b. Sebelah selatan : desa Sumbergirang 

c. Sebelah timur : desa Tambak Agung 

d. Sebelah barat : desa Balongmojo 

Desa Sumolawang merupakan dataran rendah dengan suhu 35
0
C yang 

sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian. 

Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan desa 

Sumolawang yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan yang biasa 

terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau biasa 

terjadi pada bulan April sampai bulan September.
7
 

Adapun luas wilayah desa Sumolawang menurut kegunaan tanah atau 

lahan adalah sebagai berikut: 

a. Pertanian dan ladang : 0, 206 Ha 

b. Industri rumah tangga : 0, 125 Ha 

c. Tanah wakaf  : 2, 6 Ha 

 

 

                                                           
6 Dokumentasi Profil Desa Sumolawang. 
7 Ibid., 
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2. Kesejahteraan dan Keadaan Sosial 

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda, di desa Sumolawang 

terdapat beberapa kebiasaan yang dilakukan  oleh masyarakat desa, antara 

lain:
8
 

a. Upacara kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal 

dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari 

pertama sampai hari ketujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu 

hari. 

b. Upacara perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah 

akad nikah berlangsung. 

c. Upacara tingkeban, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta 

bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiran akan 

hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan. 

d. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahirang Nabi Muhammad 

Saw, dilaksanakan pada setiap bulan Rabi’ul Awal (bulan Maulid), 

biasanya dilaksanakan di setiap dusun-dusun, masjid atau musholla. 

e. Upacara brokoan, mendoakan atas hadirnya bayi ke bumi serta memberi 

nama bayi yang telah lahir, diadakan langsung sepulang melahirkan.
9
 

Masyarakat desa Sumolawang juga memiliki kebiasaan yang religius 

karena mayoritas memiliki pemikiran yang baik tentang agama Islam. Hal 

                                                           
8 Ali Mashuri, Wawancara, Mojokerto, 04 Maret 2017. 
9
 Luluk Maslukhah, Wawancara, Mojokerto, 05 Maret 2017. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 
 

ini bisa dilihat dari kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok 

remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu, seperti:
 10

 

1) Kelompok pembacaan Tahlil dan Istighatsah khusus bapak-bapak setiap 

hari minggu 

2) Kelompok pembacaan Tahlil dan Istighatsah khusus ibu-ibu setiap hari 

kamis 

3) Kelompok remaja diba’i>yah  setiap hari sabtu 

4) Pengajian rutin setelah sholat shubuh di masjid 

3. Keadaan Ekonomi 

Sebagian besar masyarakat desa Sumolawang penduduknya 

beragama Islam. sedangkan mata pencahariaan masyarakat desa 

Sumolawang terdiri dari beberapa pencaharian, antara lain: petani 20%, 

karyawan swasta 40%, pegawai negeri 5%, pengrajin industri rumah tangga 

25%, dan pekerjaan lainnya 10%. Hal ini tersebut berkaitan dengan kondisi 

desa Sumolawang yang terdapat banyak pengrajin industri rumah tangga, 

keadaan tersebut dimanfatkan untuk usaha karyawan swasta di lingkungan 

sekitar.
11

 Kerajian rumah tangga paling banyak adalah hand made pengrajin 

sepatu di rumah-rumah warga.
12

 

Perekonomian sebagian besar cenderung ke arah lapangan usaha 

perdagangan, angkutan dan industri pengolahan. (IKM) yang menonjol di 

desa Sumolawang adalah usaha sepatu yang melayani pembelian partai 

                                                           
10

 Amalia, Wawancara, Mojokerto, 06 Maret 2017. 
11 Dokumentasi Profil Desa Sumolawang. 
12

 Agus, Wawancara, Mojokerto, 07 Maret 2017. 
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dengan pemesanan maupun eceran, diantaranya produksi sepatu dengan 

pemasaran di Surabaya hingga luar daerah lainnya. Di desa Trowulan 

Mojokerto terdapat Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST), sebagian 

industri rumah tangga juga sebagian dikirim di (PPST). Mata pencaharian 

penduduk  

4. Agama 

Berdasarkan data terakhir tahun 2014, penduduk kabupaten Mojokerto 

mayorias beragama Islam 98,90%, Kristen Protestan 0,58%, Katholik 0,31%, 

Hindu 0,14%, Budha 0,03%, dan konghuchu 0,03% Jumlah jama’ah haji 

yang berangkat pada tahun 2014 sebanyak 1.213 orang. Untuk tahun 2017 

penduduk desa Sumolawang masih mayoritas beragama Islam.
13

 

Berdasarkan data terakhir tahun 2014 penduduk desa Sumolawang 

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto 7154 yang terdiri dari:
14

 

a. Laki-laki   : 3634 orang 

b. Perempuan  : 3520 orang 

c. Jumlah Kepala Keluarga : 1949 KK 

d. Tunawicara  : 4 orang 

5. Pendidikan 

Kesadaran masyarakat Sumolawang tentang pentingnya arti sebuah 

pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu, mengikuti 

perkembangan dan kemajuan zaman, pendidikan orang-orangtua terdahulu 

                                                           
13

 Dokumentasi Profil Desa Sumolawang. 
14

 Ibid,. 
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tidaklah seperti sekarang, sebab itu orang-orangtua masa sekarang lebih 

sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak mereka. 

Bertambahnya sektor pendidikan di desa dewasa ini, menandakan 

tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat desa 

Sumolawang semakin bertambah, mulai tingkat pendidikan Taman Kanak-

kanak (TK) ataupun Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Sekolah Dasar 

(SD), Madrasah Diniyah (MD), Madrasah Ibtida’iyah (MI), Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), dan yang mahasiswa 

semakin bertambah di desa Sumolawang, pengangguran berkurang. 

Setelelah lulus dari Sekolah Dasar mereka akan dikirim ke pesantren. 

Ini dipilih orangtua yang menginginkan anaknya mengerti lebih banyak 

tentang ilmu agama Islam, mereka akan mengirim anaknya ke pondok 

pesantren paling banyak dikirim di luar desa Sumolawang. Dengan demikian 

bukan berarti di dalam pesantren akan belajar kitab kuning tapi mereka juga 

menempuh pendidikan formal, karena pendidikan formal dianggap sebagai 

kebutuhan untuk masa mendatang.
15

 

Sedangkan sebagian masyarakat juga ada yang hanya menempuh 

pendidikan non formal seperti mengaji di pondok pesantren desa 

Sumolawang dengan cara santri kalong16
. Dengan cara nyantri kalong ini, 

para orangtua beranggapan akan lebih luasa mengawasi dan mengontrol 

pergaulan anaknya. Selain itu dengan nyantri kalong, anak bisa membantu 

                                                           
15

 M. faqih, Wawancara, Mojokerto, 08 Maret 2017. 
16

 Santri kalong adalah istilah yang digunakan untuk santri yang belajar dan mengikuti kegiatan 

di pondok pesantren namun tidak menetap (mukim) di asrama pondok pesantren tersebut (pulang-

pergi). 
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orang tua bekerja di industri rumah tangga. Dan ini tentu saja bisa 

mengurangi beban orangtua.  

Dengan pendidikan yang ditempuh masyarakat desa Sumoalawang 

ini bisa mencegah pelaksanaan pernikahan dini, karena anggapan orang-

orangtua tidak akan menikahkan anaknya yang belum menunjukkan 

kedewasaan dan sarana ekonomi yang masih bergantung kepada orangtua. 

6. Struktur Organisasi Kepengurusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Struktur organisasi 2014
17

 

7. Desa Sumolawang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah 

petani dan pengusaha sepatu yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga 

memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi. 

Dari segi sarana dan prasarana, pembangunan masyarakat desa 

diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan pengembangan 

                                                           
Struktur Organisasi Desa Sumolawang 2014. 

KEPALA DESA 

Aminudin 

SEKRETARIS 

Nunung 

WAKIL KEPALA DESA 

Abdul. Halim 

 

 

BENDAHARA 

Masrifatul Umroh 
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pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya 

yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa 

menjadi lebih baik.
18

  

a) Prasarana Kesehatan 

Puskesmas   : 1 Unit 

Posyandu   : 1 Unit 

Dokter Praktek Di Rumah : 2 Unit 

Toko obat   : 5 Unit 

b) Prasarana Pendidikan 

Taman Kanak-kanak/ TK : 2 Unit 

SD/ MI   : 1 Unit 

c) Prasarana Umum Lainnya 

Masjid    : 3 Unit 

Musholla   : 2 Unit 

TPQ     : 5 Unit 

Produksi Sepatu  : 7 Unit 

Produksi Kopyah  : 3 Unit 

Lapangan Olahraga  : 3 Unit 

Pengelolaan sarana prasana  merupakan tahap kelanjutan dimulai 

dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan 

program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan 

keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan 

                                                           
18

 Dokumentasi Profil Desa Sumolawang Dalam Tahun 2014. 
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pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan 

kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya 

sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraannya.  

 

 

B. Sekilas Praktek Tawki>l I>ja>b Qabu>l Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Di 

Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto 

Tunawicara bagi mereka yang menderita gangguan berbicara sehingga 

tidak dapat berbicara dengan jelas dan mengalami gangguan pendengaran 

sehingga sulit berbicara. Setiap apa yang mereka katakan selalu ditulis dan 

terkadang ada orang tua atau keluarganya yang mengartikan. Saat melaksanakan 

pernikahan tidak bisa mengucapkan qabu>l, karena dia tidak bisa berbicara, dan 

dalam pelaksanaan qabu>l diterjemahkan oleh juru bicaranya. Hal ini dilakukan 

karena untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang diisyaratkan oleh 

mempelai putra ketika pengucapan qabu>l..19
 

Calon mempelai laki-laki, Amir (nama samaran) sekolah di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) di kota Mojokerto, Fatimah (nama samaran) calon mempelai 

perempuan sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) kecamatan Gedeg kabupaten 

Mojokerto. Amir dan Fatimah salah satu anak tunawicara dari keluarga yang 

normal, hanya mereka yang tunawicara dalam keluarganya, namun mereka paling 

                                                           
19

 Maimuna, Wawancara, Mojokerto, 05 Maret 2017. 
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pintar dan cerdas dari saudara-saudaranya. Amir anak pertama dari delapan 

bersaudara, Fatimah anak pertama dari dua bersaudara.
20

 

Amir dan Fatimah mengikuti kumpulan sama-sama tunawicara se-

Mojokerto, saat itu mereka hanya sekedar kenal, kemudian hari Amir berangkat 

kumpul sama-sama tunawicara dengan Toni (nama samaran) temannya, setelah 

itu Fatimah dan Toni berjabat tangan dengannya. Setelah Amir tau ternyata Toni 

teman dekatnya Fatimah, Amir dengan Fatimah sering berdekatan tempat duduk 

saat mereka kumpul bersama temannya yang sama-sama tunawicara dan bertukar 

cerita tentang pengalamannya di sekolah mereka masing-masing dan bertukar 

nomor hp disitulah mereka mulai kenal dekat. Amir sangat pintar menggambar 

ruang tamu rumahnya penuh dengan karya lukisnya, Amir sering mendapatkan 

juara melukis dalam perlombaan, pernah suatu ketika di sekolah Amir ada lomba 

melukis antar sekolah dan ternyata Fatimah juga mengikuti lomba melukis 

tersebut. Fatimah tidak kalah pintarnya dengan Amir, dia juga pintar melukis dan 

sering mendapat juara melukis di sekolahnya, dengan bakat mereka yang sama 

mereka saling sharing tukar pemikiran dalam dunia melukis, dengan ini semakin 

erat pertemanan mereka, saling main ke rumah satu sama lain dan orang tua juga 

semakin kenal satu sama lain.
21

 

Amir mulai merasa ada kenyamanan saat bersama Fatimah, saat umur 

mereka sama-sama 20 tahun, Amir meminta pendapat kepada orang tuanya 

mengenai Fatimah, dia mendapat respon baik dari orang tuanya. Kemudian 

                                                           
20

 Hanim, Wawancara, Mojokerto, 08 Maret 2017. 
21

 Ratis, Wawancara, Mojokerto, 08 Maret 2017. 
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menikahlah Amir dan Fatimah pada usia 20 tahun setahun yang lalu mereka 

melangsungkan pernikahan.
22

 

Menurut Bapak Aminudin, kepala desa Sumolawang tawki>l dalam akad 

nikah adalah akad nikah yang diwakilkan kedua calon mempelai kepada orang 

lain. Pada umumnya tawki>l wali untuk calon mempelai laki-laki yang dilakukan 

oleh seseorang yang tunawicara dalam pelaksanaan qabu>l  ini diwakilkan kepada 

wali calon mempelai laki-laki (ayah), karena calon mempelai laki-laki tidak 

mampu mengucapkan qabu>l akad nikahnya (berkebutuhan khusus), dalam 

mewakilkan ini hanya kesepakatan antara yang mewakilkan dengan calon 

pengantin laki-laki, tanpa ada surat kuasa tertulis atas diwakilkannya qabu>l 

dalam akad nikah. 
23

 

Menurut bapak Suyetno, tokoh agama dusun Pohgurih desa Sumolawang 

dan sebagai salah satu saksi dalam akad nikah yang dilaksanakan pasangan 

tunawicara yang bernama Amir (nama samaran) dengan Fatimah (nama 

samaran). Perkawinan dianggap sah, apabila syarat rukunnya sempurna, dimana 

kedua pasangan ataupun pihak lain tidak dapat membatalkan perkawinannya atau 

merusaknya, salah satu rukun perkawinan adalah i>jab qabu>l. Akad nikah dalam 

pernikahan pasangan ini berbeda dengan akad nikah biasanya yang 

dilangsungkan oleh pasangan normal, wali (ayah) calon pengantin  perempuan 

pasrah wali kepada Kepala KUA dalam i>jabnya, calon pengantin laki-laki juga 

diwakilkan (tawki>l) dalam qabu>lnya, karena ketidakmampuan dalam pengucapan 

qabu>l. Yang menjadi alasan diwakilkannya qabu>l oleh calon pengantin laki-laki 

                                                           
22

 Ibid,. 
23

 Aminudin, Wawancara, Mojokerto, 09 Maret 2017.  
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adalah karena kurangnya pemahaman tentang lafal qabu>l nikah. Dalam 

pelaksanaan waktu akad nikah calon mempelai perempuan pasrah wali 

(diwakilkan) dalam i>jabnya kepada kepala KUA dan calon mempelai laki-laki 

diwakilkan qabu>lnya kepada wali nasab (ayah), sebelumnya kepala KUA 

bertanya kepada pihak dari calon mempelai laki-laki tentang qabu>llnya dengan 

tulisan, isyarat atau diwakilkan, jawaban dari pihak calon mempelai laki-laki 

diwakilkan dan wali nasab yang mewakilkannya, setelah itu langsung 

dilaksanakan akad nikah tersebut .
24

 

Pelaksanaan akad nikah Amir dengan Fatimah dengan diwakilkan, pihak 

calon mempelai perempuan tawki>l wali kepada kepala KUA dan calon mempelai 

laki-laki tawki>l qabu>l kepada wali nasab (ayah). Tawki>l qabu>l  dari pihak calon 

mempelai laki-laki hanya ditunjuk dan kesepakatan dari musyawarah keluarga 

tanpa surat kuasa tertulis. Setelah pelaksanaan akad nikah dilanjutkan walimatul 

‘ursy di rumah mempelai perempuan dengan adat jawa seperti layaknya 

pernikahan yang lainnya sampai selesai, setelah usia perkawinan satu tahun, hasil 

perkawinan mereka dikaruniai seorang anak perempuan, namun belum diketahui 

apakah tunawicara seperti orang tuanya atau tidak, karena mereka dilahirkan dari 

pasangan suami istri yang normal.
25

 

Wali nasab (ayah) mewakilkan anaknya dalam akad nikah, karena tidak 

mampu berbicara dan isyarat tidak dimengerti saksi, sedangkan tulisan calon 

pengantin laki-laki tidak mampu, mungkin karena gugup atau memang tidak bisa 

kalimat qabu>l. Setelah perkawinan tidak ada perselisihan dari keluarga karena 

                                                           
24

 Suyetno, Wawancara, Mojokerto, 11 Maret 2017. 
25

 M. faqih, Wawancara, Mojokerto, 12 Maret 2017. 
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perwakilan qabu>l dari pihak calon mempelai laki-laki. Karena pada waktu 

menunjuk dan mencari kesepakatan perwakilan tersebut semua keluarga sudah 

berkumpul dan semua sepakat.
 26

 

Setelah acara perkawinan selesai pasangan tunawicara ini bertempat 

tinggal bersama orangtua dari pihak suami (Amir), Amir bekerja membantu 

ayahnya dagang dan Fatimah juga jualan makanan ringan di depan rumahnya 

untuk membantu ekonomi keluarga kecilnya. Dalam menjalani kehidupan sehari-

hari mereka dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, kehidupan 

mereka sangat bahagia saling menghargai, saling memahami dan saling 

mencintai.
27

 

Tidak semua pasangan tunawicara yang melakukan perkawinan dalam 

qabu>lnya ditawki>lkan bahkan dalam wakalah ini hanya dengan kesepakatan 

antara muwakkil dengan wakil. Amir (nama samaran) dan Fatimah (nama 

samaran) ini merupakan pasangan tunawicara yang dalam pelaksanaan qabu>l oleh 

calon pengantin laki-laki dengan wakalah tidak dengan isyarat ataupun tulisan. 

Saat akad nikah dilangsungkan saya (kepala KUA) mengucapkan i>jab untuk 

calon mempelai perempuan dan berjabat tangan dengan pihak yang mewakilkan 

calon mempelai laki-laki yakni wali nasab (ayahnya).
28 

Bila dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan di atas, tujuan dari 

diperbolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan, sebab tidak semua orang mampu menyelesaikan urusannya 

                                                           
26

 Maimunah, Wawancara, Mojokerto, 21 Maret 2017. 
27

 Maimunah, Wawancara, Mojokerto, 21 Maret 2017. 
28

 Kepala KUA, Wawancara,, Kecamatan Gedeg, 05 Maret 2017. 
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sendiri, sehingga perlu meminta bantuan kepada orang lain sebagai wakilnya agar 

menyelesaikan urusannya yang tidak bisa diwakilkan sendiri. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP TAWKI>L I>JA>B QABU>L CALON PENGANTIN 

LAKI-LAKI TUNAWICARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Analisis Terhadap Praktik Tawki>l I>ja>b Qabu>l  Calon Pengantin Laki-Laki 

Tunawicara 

Manusia diciptakan Allah SWT, mempunyai naluri manusiawi yang perlu 

mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain 

keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan 

kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan. 

Jadi aturan pernikahan menurut islam merupakan agama yang perlu mendapat 

perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditujukan 

untuk memenuhi petunjuk agama. 

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk 

hubungan suami-istri disebut i>jab. Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh 

pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan 

setujunya disebut qabu>l. Oleh karena demikian penting arti i>jab qabu>l bagi 

keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus 

dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah tawki>l qabu>l dalam melakukan 

akad nikah.  

Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu ridhonya laki-laki dan 

perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena 

perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata 
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kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan 

mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata 

oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad pernikahan.  

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin setelah melaksanakan 

akad nikah dan perjalanan dalam berumah tangga. Allah SWT mensyariatkan 

hukumNya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi 

kesejahteraan kemaslahatan umat itu sendiri. Perwujudan perintah Allah SWT 

dapat dilihat lewat al-Qur’an dan penjabarannya dapat tergambar dari Hadis 

Nabi Muhammad SAW, manusia luar biasa yang mempunyai hak khusus untuk 

menerangkan kembali maksud  dalam al-Qur’an.  

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai pengertian tawki>l 

(wakalah) atau deskripsi tawki>l qabu>l tunawicara. Wakil dalam akad pernikahan 

berbeda dengan akad lainnya. Dalam wakil akad pernikahan wakil hanya sekedar 

pembuka jalan. Ia tidak mempunyai kemampuan mengucapkan akad, tidak dapat 

diminta mahar, tak dapat dipaksa calon mempelai wanita tersebut agar patuh 

terhadapnya, wakil habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan 

sesudah akad nikah selesai.
1
 

Qabu>l artinya menerima, yakni penerimaan dari pihak kedua yang 

diwakilkan. Dalam hal ini berarti pihak pengantin pria mewakilkan kepada 

seseorang untuk qabu>l nikahnya. Adanya hal-hal tertentu adalah hal-hal yang 

                                                           
1
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VII Terjemah Moh Tholib, 34. 
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menjadi sebab diperbolehkannya mewakilkan qabu>l dalam pernikahan. Di 

antaranya mempelai laki-laki tidak mampu mengucapkan qabu>l, karena 

berkebutuhan khusus (tunawicara), akhirnya qabu>l dari mempelai laki-laki 

diwakilkan. 

Dalam praktik pelaksanaan perkawinan dengan Tawki>l i>jab qabu>l 

terhadap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak hanya 

dilakukan oleh masyarakat normal, namun dilaksanakan juga terhadap 

masyarakat cacat fisik seperti tunawicara.  

Islam telah mengatur dengan baik segala sesuatu yang berhubungan 

dengan syara’. Termasuk dalam hal perkawinan. Menikah merupakan jalan 

terbaik yang dipilih Islam agar manusia bisa beribadah dengan tenang. Mencari 

pahala dengan cara yang mudah. Karena setelah menikah, sesuatu yang baik yang 

dilakukan pasca menikah bernilai ibadah. 

Perkawinan yang dilaksanakan pasangan tunawicara ini saat calon 

pengantin laki-laki berusia 20 tahun calon pengantin wanita 20 tahun 

melaksanakan perkawinannya di KUA Gedeg kabupaten Mojokerto, dengan akad 

nikah tawki>l wali kepada kepala KUA untuk calon mempelai wanita melakukan 

i>jabnya, dan tawki>l qabu>l untuk mempelai laki-laki. Dalam praktiknya wali dari 

calon mempelai wanita pasrah wali kepada kepala KUA, kemudian dari calon 

mempelai laki-laki juga pasrah qabu>l kepada wali nasab (ayah) dengan cara 

kesepakatan bersama tanpa adanya surat kuasa tertulis dari calon mempelai laki-

laki. Saat pengucapan qabu>l dilangsungkan, dari pihak calon mempelai wanita 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 
 

yang tawki>l wali kepada kepala KUA berjabat tangan dengan seorang yang 

menerima tawki>l qabu>l dari calon mempelai laki-laki (ayah). 

Mengenai s}ighat qabu>l yang diwakilkan dalam perkawinan ini yaitu lafaz 

atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon istri) yang 

berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti berikut: 

Ya Amir, saya nikahkan dan mengawinkan Fatimah yang telah 

mewakilkan kepadaku dengan mas kawin seratus ribu rupiah. 

 

Kemudian wakil dari calon pengantin laki-laki menjawab: 

Saya terima nikahnya Fatimah untuk Amir dengan mas kawin yang telah 

disebutkan. 

 

 

Dalam s}ig}atnya berbeda dengan pernikahan biasa, disini yang ditekankan 

bahwa penerimaan nikah tersebut untuk orang yang diwakilinya. cara 

mengucapkan akad nikah tersebut menurut maz}hab Syafi’i diperbolehkan. 

Pernikahan yang di lakukan tunawicara, secara khusus ingin menjaga 

keturunan yang lebih baik yang mana dengan terjaganya keturunan yang lebih 

baik akan tercipta generasi juga dapat memberikan kontribusi bagi upaya 

perbaikan sistem dan  pranata sosial yang adil dan menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan. Menjaga keturunan merupakan penjagaan kelanggengan  species  

manusia, dalam hal ini menuntut adanya sebuah pernikahan dan larangan 

menganiaya amanat yang telah dititipkan Allah kepada manusia. 

Dalam s}ighat akadnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan 

tawki>l juga merupakan salah satu bentuk tolong menolong bagi mereka yang 

tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri, sebab manusia memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda, khususnya para wali nasab yang tidak mampu 
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menggugurkan kewajibannya sebagai wali yang berhak menikahkan anaknya 

sendiri, namun pelaksanaan tawki>l dari yang memberi kuasa dan yang menerima 

kuasa tidak sesuai dengan ketentuan KHI pasal 29 ayat 2, karena ada mafsadat 

atau perselisihan yang akan timbul dari perkawinan ini. Dengan tegas dalam 

pasal tersebut maksudnya adalah mempelai laki-laki memberi surat kuasa 

seseorang yang akan mewakilinya dalam akad pernikahan dengan tegas dan 

tertulis dengan jelas, sehingga qabu>l yang diucapkan nanti juga jelas untuk 

mempelai laki-laki yang memberi mandat tersebut. 

Rumusan tentang perkawinan dalam literatur-literatur yang ada, 

memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya hukum perkawinan dalam 

Islam tidak hanya menyalurkan kebutuhan biologis saja, tapi lebih dari itu 

perkawinan dilaksanakan untuk memperoleh ketentraman dari perkawinan itu 

sendiri. 

Kenyataan yang terjadi di desa Sumolawang, tokoh agama atau yang 

dianggap mumpuni dalam bidang ilmu agama dalam mengetahui praktik tawki>l 

qabu>l terhadap calon mempelai laki-laki tanpa ada surat kuasa tertulis antara 

pemberi kuasa dan penerima kuasa  tawki>l qabu>l tersebut. 

Jika ditilik dari realita di lapangan, tawki>l qabu>l terhadap calon mempelai 

laki-laki  yang dilaksanakan tanpa adanya surat kuasa tertulis oleh calon 

mempelai laki-laki kepada penerima kuasa ini tidak sepenuhnya negatif. Karena 

adakalanya kedua belah pihak yakin akan tidak adanya perselisihan dalam 

penunjukan wakil. 
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Suatu prinsip-prinsip perkawinan ini dirumuskan, agar jika seseorang 

menikah tetap pada koridor yang ditetapkan. Islam menginginkan kebaikan 

untuk umatnya. Denga menikah, seseorang telah dianggap menyempurnakan 

sebagian agamanya. 

 

 

B. Analisis   Hukum Islam terhadap Tawki>l I>ja>b Qabu>l Calon Pengantin Laki-Laki 

Tunawicara  

Dari yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dapat digambarkan 

bahwa i>jab dan qabu>l adalah merupakan unsur yang terpenting di dalam 

pelaksanaan akad nikah karena dengan i>jab qabu>l akan tergambar secara nyata 

kerelaan pihak-pihak yaitu kerelaan wali dari mempelai perempuan untuk 

menyerahkan dalam perwaliannya kepada calon mempelai laki-laki dan kerelaan 

calon mempelai laki-laki untuk menerima perempuan tadi sebagai istri.
2
 

Oleh karena demikian pentingnya i>jab dan qabu>l maka dalam 

pelaksanaannya terdapat syarat-syarat sehingga terjadinya pelaksanaan i>jab dan 

qabu>l tetap sejalan dengan ketentuan hukum Islam, di antaranya adalah syarat 

dalam perwakilan (tawki>l) qabu>l dengan adanya surat kuasa tertulis. 

Dalam kaitannya dengan calon mempelai laki-laki, ada dua cara akad 

nikah yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu bahwa calon mempelai laki-laki 

mengucapkan qabu>lnya sendiri dan hadir bersama wali perempuan pada satu 

tempat waktu melakukan akad nikah, atau dengan jalan mewakilkan (tawki>l) 

                                                           
2
 Muhammad Fu’ad Abdullah Baqi, Sunan Ibnu Majah, 73. 
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kepada laki-laki lain ketika calon mempelai laki-laki tidak bisa mengucapkan 

qabu>l karena cacat fisik. 

Secara umum dalam mengadakan akad boleh diwakilkan, karena hal ini 

dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Telah dijelaskan 

dalam bab sebelumnya, para ahli fiqh telah sepakat bahwa setiap akad nikah yang 

boleh diadakan oleh manusia secara pribadi boleh diwakilkan kepada orang lain 

untuk mengadakannya dan melakukannya. Seperti jual beli, sewa-menyewa, 

menuntut hak, perkawinan, talak dan akad-akad yang lain yang dapat diwakilkan. 

Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk i>jab nikah boleh juga bagi 

pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk qabu>l nikahnya. Menurut 

penulis ini sepakat karena sangat butuhnya manusia terhadap mewakilkan dalam 

hal-hal yang berkaitan dengan muamalah yang termasuk di dalamnya masalah 

pernikahan karena kegiatan ini termasuk jenis ta'awun (tolong menolong) atas 

dasar kebaikan dan takwa.
3
 

Imam Syafi’i mengetengahkan kesepakatan para ulama’ fiqh yang telah 

dijelaskan bab sebelumnya tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal 

tersebut merupakan suatu penipuan, dibolehkan di antara perwakilan tersebut 

sesuatu yang disebutkan, dibatasi dan diperkuat yang dimana pada asalnya 

perwakilan adalah tidak diperbolehkan kecuali karena sesuatu yang telah 

disepakati.  

Dari pemahaman secara tegas dapat diketahui bahwa, adanya surat kuasa 

tertulis  dari pendapat imam Syafi’i di atas dalam suatu perwakilan pada asalnya 

                                                           
3
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VII  Terjemah Moh Tholib, 34. 
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hanya dengan kesepakatan antara keduanya, namun dengan adanya surat kuasa 

tertulis yang menyatakan sebagai wakil diperbolehkan agar tidak adanya 

perselisihan setelah perkawinan sebagai bukti tertulis. Dan yang perlu digaris 

bawahi dalam pandangan maz{hab Syafi’i dan Hambali ialah bahwa masalah akad 

nikah mengandung arti  ta’abbud yang harus diterima apa adanya, itulah 

sebabnya mengapa i>jab dan qabu>l itu lafalnya harus seperti yang terdapat dalam 

nash, seperti lafal nikah atau tazwi>j yang artinya nikah dan kawin, karena lafal 

tersebut terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. 

Dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijelaskan bahwa 

hak untuk mengucapkan qabu>l dalam akad nikah adalah calon pengantin laki-

laki, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin laki-laki 

untuk mewakilkan qabu>l nikah dalam akad pernikahan, apabila terdapat hal-hal 

yang berhalangan dapat diwakilkan berdasarkan surat kuasa tertulis. 

Dalam KHI pasal 29 tersebut maksudnya adalah mempelai laki-laki 

memberi surat kuasa seseorang yang akan mewakilinya dalam akad nikah dengan 

tegas dan tertulis dengan jelas, sehingga qabu>l yang diucapkan nanti juga jelas 

untuk mempelai pria yang memberi mandat tersebut dan bertujuan untuk 

mencegah wakil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian 

hari. 

Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya aturan tersebut segala 

kemungkinan perselisihan dan permasalahan dikemudian hari dapat diminimalisir 

dan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. Akad nikah dalam pasal tersebut 
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maksudnya adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang 

melangsungkan perkawinan dalam bentuk i>ja>b dan qabu>l. 

Yang mendasari KHI pasal 29 yakni dengan adanya perkembangan 

peristiwa hukum yang berkaitan dengan pernikahan khususnya dengan i>jab qabu>l 

yang seharusnya diucapkan langsung oleh yang bersangkutan, akan tetapi karena 

halangan sehingga mengakibatkan yang bersangkutan dalam hal ini mempelai 

laki-laki tidak bisa melakukannya sendiri. Maka diangkatlah seorang sebagai 

wakil untuk mengucapkan qabu>l tersebut. Mungkin hal ini sesuai dengan kaidah 

fiqih yang artinya:  ”berubahnya hukum itu tergantung berubahnya waktu dan 

tempat”. 

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya empat maz}hab telah sepakat, jika 

seseorang yang menjadi wakil qabu>l dari seorang calon mempelai laki-laki ia 

tidak bisa dituntut hak-hak akad tersebut, hak-hak akad kembali kepada 

muwakkil dan bukan wakil, karena wakil menurut mereka hanya semata-mata 

sebagai juru bicara. 
4
Mewakilkan ucapan qabu>l akad nikah adalah mewakilkan 

seseorang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menikahkannya 

terhadap seorang perempuan tanpa memberi batasan-batasan tertentu kepada 

perempuan yang akan dinikahkannya, baik batasan tersebut mengenai diri 

perempuan tersebut maupun batasan yang berkenaan dengan mahar yang akan 

diberikan terhadap perempuan tersebut. 

Praktik tawki>l qabu>l calon mempelai laki-laki seperti ini tidak baik untuk 

dilestarikan karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam (KHI). 

                                                           
4
 Wahbat al-Zuh}ayli>, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani 

dkk, 486. 
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Bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena dalam pelaksanaannya ada 

ketentuan hukum Islam yang tidak dipenuhi, tawki>l qabu>l tanpa adanya surat 

kuasa tertulis terhadap calon mempelai laki-laki sebagai penerima kuasa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam pelaksanaan waktu akad nikah calon mempelai perempuan pasrah 

wali (diwakilkan) dalam i>jabnya kepada kepala KUA dan calon mempelai 

laki-laki diwakilkan qabu>lnya kepada wali nasab (ayah), sebelumnya 

kepala KUA bertanya kepada pihak dari calon mempelai laki-laki tentang 

qabu>llnya dengan tulisan, isyarat atau diwakilkan, jawaban dari pihak 

calon mempelai laki-laki diwakilkan dan wali nasab yang mewakilkannya, 

setelah itu langsung dilaksanakan akad nikah tersebut.  

2. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh 

orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: 

akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, 

cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan, sebagaimana 

bolehnya wali. menurut imam Syafi’i tidak boleh ada perwakilan secara 

umum dan hal tersebut merupakan suatu penipuan, dibolehkan di antara 

perwakilan tersebut sesuatu yang disebutkan, dibatasi dan diperkuat yang 

dimana pada asalnya perwakilan adalah tidak diperbolehkan kecuali 

karena sesuatu yang telah disepakati. Dalam Pasal 29 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam juga menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan 

qabu>l nikah dapat diwakilkan pada laki-laki lain dengan ketentuan calon 

mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa 

penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki. 
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Akad nikah atau I>ja>b qabu>l yang dilakukan oleh masing-masing wakil dari 

kedua belah pihak adalah sebuah bentuk keluwesan sekaligus keluasan 

syariah Islam, segala yang memberi maslahat atau yang bermanfaatnya 

lebih besar daripada mudarat yang dituntut oleh agama Islam. 

 

 

B. Saran  

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat 2 belum dijelaskan 

mengenai mengapa harus dengan surat kuasa tertulis dalam tawki>l qabu>l, apakah 

ada akibat hukumnya setelah perkawinan yang dilakukan tawki>l qabu>l yang tidak 

sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan (KHI pasal 29 ayat 2). 
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